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ABSTRAK : - bahwa dalam rangka pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara dalam 

bentuk sewa, telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
33/PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
174/PMK.06/2013, serta dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah 
Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.06/2014 tentang Tata Cara 
Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara, serta menyikapi perkembangan 
pengelolaan Barang Milik Negara, perlu ditinjau kembali ketentuan Sewa Barang 
Milik Negara sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
33/PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
174/PMK.06/2013. 

  - Dasar Hukum Peraturan ini adalah: 
   PP No. 27 Tahun 2014 (LN Tahun 2014 No. 92, TLN 5533); Perpres No. 28 

Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No. 51); Permenkeu RI No. 78/PMK.06/2014; 
Permenkeu 164/PMK.06/2014. 
 

  - Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur: 
   Peraturan Menteri ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi Pengelola 

Barang dan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dalam penyewaan 
BMN.  
Peraturan Menteri ini bertujuan untuk terselenggaranya penyewaan BMN yang 
tertib, terarah, adil dan akuntabel guna mewujudkan pengelolaan BMN yang 
efisien, efektif, dan optimal. 
Peraturan Menteri ini mengatur tata cara pelaksanaan Sewa atas BMN yang 
berada pada Pengelola Barang atau pada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna 
Barang. 
Penyewaan BMN dilakukan dengan tujuan: 
a. mengoptimalkan Pemanfaatan BMN yang belum/tidak digunakan dalam 
pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan Negara; 
b. memperoleh fasilitas yang diperlukan dalam rangka menunjang tugas dan 
fungsi instansi Pengguna Barang; dan/atau 
c.  mencegah penggunaan BMN oleh pihak lain secara tidak sah. 
Penyewaan BMN dilakukan sepanjang tidak merugikan negara dan tidak 
mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan 
Negara. 
Penyewa tidak dapat menyewakan kembali BMN kepada pihak lain, kecuali 
dengan persetujuan Pengelola Barang. 



CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan 
Nomor 33/PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik 
Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
174/PMK.06/2013, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

  - Petunjuk teknis tata cara pelaksanaan Sewa dan format dokumen pelaksanaan 
Sewa dapat diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara. 

  - Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 
diundangkan. 

  - Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 8 April 2016. 
  - Lampiran : 41 Halaman 
 


